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Abstrak 

Dalam era Revolusi Industri 4.0, digitalisasi layanan pemerintahan menjadi 
kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon melakukan inovasi 
signifikan melalui pengembangan layanan digital terintegrasi yang 
menghubungkan berbagai sektor perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan 
pembangunan daerah secara elektronik. Artikel ini membahas secara 
komprehensif tentang bagaimana Bappeda Kota Ambon melakukan inovasi 
tersebut, termasuk latar belakang kebutuhan digitalisasi, metode inovasi yang 
diterapkan, tahapan implementasi, manfaat yang dirasakan, hingga tantangan 
yang dihadapi. Studi ini menggunakan pendekatan studi literatur dari berbagai 
sumber resmi, laporan pemerintah daerah, dan kajian akademik yang relevan. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi Bappeda Ambon berdampak positif 
terhadap efisiensi birokrasi, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Meski demikian, 
terdapat tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas 
sumber daya manusia yang memerlukan perhatian lebih lanjut. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pelayanan 
publik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya 
transparan dan akuntabel, tetapi juga adaptif terhadap dinamika teknologi demi meningkatkan 
kualitas layanan kepada masyarakat. Kota Ambon, sebagai ibu kota Provinsi Maluku, turut 
merespons tuntutan ini melalui penguatan sistem layanan digital berbasis teknologi informasi, 
terutama di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi domain utama Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pada tahun 2023, Bappeda Kota Ambon 
meluncurkan berbagai inisiatif digital seperti Sistem Informasi Manajemen Perencanaan 
Pembangunan Daerah (SIMPEDE), dashboard monitoring pembangunan, hingga e-Planning yang 
mengintegrasikan seluruh tahapan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) 
secara daring. Inovasi ini tidak hanya untuk mengikuti perkembangan zaman, melainkan sebagai 
bentuk implementasi visi Kota Ambon sebagai "Smart City" berbasis budaya lokal. Dengan 
populasi mencapai sekitar 370.000 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2023, dan pertumbuhan 
urbanisasi yang semakin pesat, Kota Ambon menghadapi tantangan dalam perencanaan 
pembangunan yang cepat, akurat, dan partisipatif. Oleh karena itu, digitalisasi layanan di 
Bappeda menjadi strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih 
baik. Tulisan ini akan membahas bagaimana inovasi tersebut dilakukan, metode pengembangan 
yang digunakan, serta dampaknya terhadap pelayanan publik di Kota Ambon. 
 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) yang dilakukan 
dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan. Sumber 
literatur yang digunakan meliputi dokumen resmi pemerintah Kota Ambon, laporan Bappeda 
Kota Ambon tahun 2023 dan 2024, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon, jurnal 
ilmiah tentang digitalisasi layanan publik, artikel berita dari media nasional, serta buku 
referensi terkait konsep e-government dan Smart City. 
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PEMBAHASAN 
Latar Belakang dan Urgensi Digitalisasi di Bappeda Kota Ambon 
 Digitalisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon muncul 
sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya 
dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Latar belakang utama inovasi ini adalah 
perlunya mempercepat proses penyusunan rencana pembangunan, meningkatkan transparansi 
penggunaan anggaran, memperluas partisipasi masyarakat, serta menciptakan pemerintahan 
yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Kota Ambon sebagai pusat administrasi, 
perdagangan, dan kebudayaan di Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan jumlah penduduk 
dan aktivitas ekonomi yang pesat; menurut data BPS Kota Ambon tahun 2023, jumlah penduduk 
mencapai lebih dari 370.000 jiwa dengan tingkat urbanisasi meningkat sebesar 2,3% per tahun. 
Konsekuensinya, kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan responsif semakin 
meningkat. Selain itu, adanya kebijakan nasional melalui program Gerakan Menuju Smart City 
dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian PAN-RB 
semakin mendorong Kota Ambon, melalui Bappeda, untuk melakukan reformasi digital secara 
serius. Tanpa digitalisasi, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam 
perencanaan pembangunan menjadi lambat, rawan kesalahan manual, dan sulit diverifikasi 
secara akurat. Oleh karena itu, inovasi layanan digital menjadi keharusan strategis yang tidak 
bisa ditunda lagi. 
 
Strategi dan Inovasi yang Dilakukan Bappeda Kota Ambon 
 Bappeda Kota Ambon menerapkan beberapa strategi inovatif untuk mendorong layanan 
digital yang terintegrasi. Inovasi utama adalah pengembangan SIMPEDE (Sistem Informasi 
Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah) yang menjadi tulang punggung digitalisasi 
perencanaan pembangunan. SIMPEDE mengintegrasikan tahapan mulai dari penjaringan usulan 
program, penyusunan RKPD, hingga pemantauan dan evaluasi pembangunan. Sistem ini berbasis 
website dan dilengkapi dengan dashboard analitik yang menampilkan perkembangan proyek 
secara real-time. Selain SIMPEDE, Bappeda juga mengembangkan platform e-Musrenbang, yaitu 
sistem yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan 
tanpa harus hadir secara fisik, cukup melalui perangkat digital. Bappeda juga membangun 
Dashboard Monitoring Pembangunan yang memungkinkan wali kota, kepala OPD, dan 
masyarakat untuk mengakses data proyek pembangunan kapan saja dan di mana saja. Inovasi 
ini tidak hanya mempercepat alur kerja internal pemerintah, tetapi juga membuka ruang 
partisipasi dan kontrol publik terhadap program pembangunan yang sedang berjalan. Menurut 
laporan internal Bappeda Ambon tahun 2024, keberadaan dashboard ini berhasil mengurangi 
keterlambatan pelaporan proyek hingga 40% dibandingkan metode sebelumnya. 
 
Implementasi dan Tahapan Transformasi Digital 
 Implementasi inovasi digital ini dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pada tahap 
awal, Bappeda melakukan analisis kebutuhan pengguna internal dan eksternal, lalu merancang 
sistem yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan dukungan konsultan teknologi informasi. 
Tahap berikutnya adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti server, jaringan internet di 
OPD, dan penyediaan perangkat komputer baru yang lebih andal. Setelah sistem siap, dilakukan 
tahap sosialisasi dan pelatihan intensif. Data dari Bappeda menunjukkan bahwa pada tahun 
2023 lebih dari 250 pegawai OPD dilatih dalam menggunakan SIMPEDE dan e-Musrenbang melalui 
workshop, webinar, dan bimbingan teknis. Untuk memastikan kelancaran operasional, Bappeda 
juga menunjuk Tim IT internal yang bertugas melakukan troubleshooting dan update sistem 
berkala. Selama implementasi, Bappeda mengadopsi prinsip iteratif, artinya sistem terus 
diperbaiki berdasarkan feedback dari pengguna. Sebagai contoh, setelah uji coba tahap 
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pertama, ditemukan bahwa beberapa menu di SIMPEDE terlalu rumit; sebagai solusi, dilakukan 
penyederhanaan antarmuka agar lebih user-friendly. Tahapan implementasi ini menunjukkan 
keseriusan Bappeda dalam menerapkan prinsip transformasi digital secara bertahap, adaptif, 
dan berbasis kebutuhan nyata lapangan. 
 
Dampak Inovasi Digital terhadap Pelayanan Publik dan Pemerintahan 
 Inovasi digital Bappeda Kota Ambon memberikan dampak nyata yang positif terhadap 
pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Pertama, dari sisi efisiensi, proses 
pengumpulan data Musrenbang yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan, kini bisa 
selesai dalam waktu kurang dari satu bulan. Menurut data internal tahun 2023, rata-rata 
penyusunan RKPD dapat dipercepat hingga 35% setelah penerapan SIMPEDE. Kedua, dari sisi 
transparansi, masyarakat kini dapat memantau langsung proyek-proyek pembangunan melalui 
dashboard publik, yang menampilkan informasi tentang lokasi proyek, nilai anggaran, serta 
progres fisiknya. Ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah di mata masyarakat. Ketiga, 
inovasi ini memperkuat partisipasi publik. Melalui e-Musrenbang, pada tahun 2023 tercatat ada 
6.214 usulan dari masyarakat, meningkat signifikan dibandingkan 4.287 usulan pada tahun 2022. 
Ini menunjukkan bahwa digitalisasi mempermudah akses masyarakat untuk menyuarakan 
aspirasi mereka dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, keterbukaan data membantu 
mendorong budaya pengawasan partisipatif di masyarakat yang berujung pada peningkatan 
kualitas pembangunan. 
 
KESIMPULAN 
 Inovasi layanan digital terintegrasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Ambon merupakan 
langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan 
partisipatif. Melalui pengembangan aplikasi seperti SIMPEDE, dashboard monitoring, dan e-
Musrenbang, Bappeda berhasil meningkatkan efisiensi proses perencanaan pembangunan, 
memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memperluas partisipasi publik dalam pembangunan 
daerah. Meski dihadapkan dengan tantangan keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, 
upaya kolaboratif antara Bappeda dan instansi terkait berhasil mendorong percepatan 
transformasi digital di Kota Ambon. Ke depan, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam 
penguatan infrastruktur teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi 
yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat agar pelayanan publik di Kota Ambon semakin 
optimal dan inklusif. Pengalaman Bappeda Kota Ambon ini dapat menjadi contoh praktik baik 
(best practice) bagi daerah lain di Indonesia dalam mempercepat digitalisasi layanan publik di 
sektor perencanaan pembangunan. 
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